
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 42 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Dinas Komunikasi dan Informatika, guna meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya 
maka Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata 
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan 
perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata 
Keija Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan; 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5887); 

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Bidang Komunikasi dan Informatika; 

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana 
telah Aiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 
(LembM-an Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ; 

Mengingat 

y 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS 
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN PACITAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati in i yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
b. Pemerintah Daerah adalah PemerintEih Kabupaten Pacitan. 
c. Bupati adalah Bupati Pacitan. 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 
e. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. 
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. 

BAB I I 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 2 

(1) Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

P a s a l 3 

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian y ang 
meliputi informasi dan komunikasi, teknologi informatika dan persandian, 
statistik, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

Pasal 4 

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan administrasi informasi dan komunikasi; 
b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknologi informatika dan 
persandian; 

c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan administrasi statistik; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

/ 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Susunan organisasi Dinas terdiri dari: 
a. Sekretariat; 
b. Bidang Informasi dan Komunikasi; 
c. Bidang Teknologi Informatika dan Persandian; 
d. Bidang Statistik; 
e. UPT Dinas ; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB I I I 
S E K R E T A R I A T 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 6 

(1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. 

Pasal 7 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 
kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan peiayanan administratif yang 
meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi, dan 
pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. 

P a s a l 8 

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan; 
b. pemberian dukungan peiayanan administrasi umum dan kepegawaian; 
c. pemberian dukungan peiayanan administrasi keuangan; 
d. pemberian dukungan peiayanan administrasi program, evaluasi dan 

pelaporan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 

Sekretariat, terdiri dari : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan. 



Bagian Ketiga 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 11 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian. 
Tugas sebagaimana dimaksud pada ay at (1), meliputi: 
a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran; 
b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga; 
c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan 

barang milik daerah; 
d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan 

kearsipan; 
e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan 

protokol; 
f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikam oleh Sekretaris Dinas. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Keuangan 

Pasal 12 

Sub Bagian Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 13 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretariat yang terkait dengan keuangan. 
Tugas sebagaimana dimaksud pada ay at (1), meliputi: 
a. melaksanakan pengelolaan anggaran; 
b. melaksanakan perbendaharaan dan gaji; 
c. melaksanakan verifikasi dan akuntansi; 
d. melaksanakan pelaporan keuangan; dan 
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bagian Program, Eh^luas i , dan Pelaporan 

Pasal 14 

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian. 



Pasal 15 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan program, 
evaluasi dan pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan 

kegiatan; 
b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis; 
c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data; 
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan; 
e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas. 

BAB IV 
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 16 

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Pasal 17 

Bidang Informasi dan Komunikasi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang 
meliputi pengelolaan informasi, dan pengelolaan media komunikasi, serta 
kemitraan komunikasi publik. 

Pasal 18 

Bidang Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan informasi; 
b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan media komunikasi; 
c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan kemitraan komunikasi publik; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 19 

Bidang Informasi dan Komunikasi terdiri dari : 
a. Seksi Pengelolaan Informasi; 
b. Seksi pengelolaan media komunikasi; dan 
c. Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik. 



Bagian Ketiga 
Seks i Pengelolaan Informasi 

Pasal 20 

Seksi Pengelolaan Informasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi. 
Seksi Pengelolaan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi. 

Pasal 21 

Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas bidang informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan 
informasi. 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. melakukan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan 

sosial); 
b. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat); 
c. melaksanakan pengelolaan Layanan aduan masyarakat; 
d. menyelenggarakan layanan informasi publik, dan layanan mediasi 

sengketa informasi publik; 
e. melaksanakan pengolahan dan analisis data untuk mendukung 

informasi publik lintas sektoral, daerah dan nasional; 
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja 

seksi; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Pengelolaan Media Komunikas i 

Pasal 22 

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi. 
Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi. 

Pasal 23 

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas bidang yang terkait dengan fungsi penyediaan konten lintas 
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan 
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses 
komunikasi. 
Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik 

pemerintah daerah; 
b. mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal; 
c. melaksanakan pembuatan konten lokal; 
d. mengelola saluran komunikasi mil ik Pemerintah Daerah/media 

internal; 
e. menyebarluaskan kebijakan pemerintah melalui media pemerintah 

daerah dan non pemerintah daerah; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi 

dan Komunikasi. 



Bagian Ke l ima 
Seks i Kemitraan Komunikas i Publik 

Pasal 24 

(1) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi. 

(3) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi. 

Pasal 25 

(1) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas bidang yang terkait dengan kemitraan komunikasi publik. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. mengkoordinir dan menyelenggarakan layanan kemitraan komunikasi 

publik; 
b. menyediakan bahan komunikasi publik; 
c. menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses bagi 

media dan lembaga komunikasi; 
d. mengembangkan sumber daya komunikasi publik; 
e. melaksanakan pemberdayaan dan pengelolaan komunikasi publik; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi 

dan Komunikasi. 

BAB V 
BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 26 

(1) Bidang Teknologi Informatika dan Persandian berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Teknologi Informatika dan Persadian dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Pasal 2 7 

Bidang Teknologi Informatika dan Persadian melaksanakan sebagian tugas Dinas 
yang meliputi infrastruktur teknologi informatika, pengelolaan aplikasi dan 
persandian. 

Pasal 28 

Bidang Teknologi Informatika dan Persadian dalam melaksanakan tugas 
sebagaimgma dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi; 
a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan administrasi infrastruktur teknologi 
informatika; 

b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan aplikasi; 

c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan administrasi persandian; dan 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya, 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 29 

Bidang Teknologi Informatika dan Persandian terdiri dari : 
a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika; 
b. Seksi Pengelolaan Aplikasi; dan 
c. Seksi Persandian. 

Bagian Ketiga 
Seks i Infrastruktur Teknologi Informatika 

Pasal 30 

(1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Persandian. 

(2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Seksi. 

Pasal 31 

(1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas bidang teknologi informatika dan persandian yang terkait 
dengan infrastruktur teknologi informatika. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyelenggarakan layanan pengelolaan Pusat data (Data Center) dan 

pusat Data Cadangan (Disaster Recovery Center); 
b. mengelola integrasi antar sistem elektronik pemerintahan serta 

layanan interopabilitas dan pusat application program interface 
daerah; 

c. menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintahan 
serta melaksanakan monitoring jaringan; 

d. mengelola domain dan sub-domain pemerintah Daerah untuk layanan 
dan perangkat daerah; dan 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi 
Informatika dan Persandian. 

Bagian Keempat 
Seks i Pengelolaan Apl ikasi 

Pasal 32 

(1) Seksi Pengelolaan Aplikasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Persandian. 

(2) Seksi Pengelolaan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi. 

Pasal 33 

(1) Seksi Pengelolaan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Teknologi Informatika dan Persandian yang terkait dengan 
pengelolaan aplikasi dan pengembangan sumber daya. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyelenggrakan layanan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi 

pemerintahan dan peiayanan publik yang terintegrasi; 
b. melaksanakan! penyusunan arsitektur pengembangan aplikasi 

a. berbasis prosasVbisnis layanan pemerintahan; 



c. melakukan pengujian dan pendampingan pemanfaatan aplikasi 
pemerintahan; 

d. melaksanakan pengembangan SDM TIK Aparatur dan Masyarakat 
serta melakukan pendampingan pemanfaatan regulasi TIK; dan 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi 
Informatika dan Persandian. 

Bagian Ke l ima 
Seks i Persandian 

Pasal 34 

(1) Seksi Persandian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Teknologi Informatika dan Persandian. 

(2) Seksi Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi. 

Pasal 35 

(1) Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 
Teknologi Informatika dan Persandian yang terkait dengan persandian. 

(2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. melaksanakan pengamanan informasi di tingkat pemerintah kabupaten 

dengan persandian; 
b. melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah yang menggunakan 

persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib 
diamankan; 

c. melaksanakan pendampingan dan peningkatan sumber daya aparatur 
pengelola persandicin perangkat daerah; 

d. melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan 
memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur 
yang terkait dengan keamanan siber; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi 
Informatika dan Persandian. 

BAB V I 
BIDANG S T A T I S T I K 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 36 

(1) Bidang Statistik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(2) Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Pasal 3 7 

Bidang Statistik melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pendataan 
dan dokumentasi, dan analisa data. 

Pasal 38 

Bidang Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
37, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi serta 

^ pemantauan dan e v ^ a s i pendataan dan dokumentasi; 

/ 



b. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi serta 
pemantauan analisa data; dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 39 

Bidang Statistik terdiri dari : 
a. Seksi Pendataan dan Dokumentasi; dan 
b. Seksi Analisa Data. 

Bagian Ketiga 
Seks i Pendataan dan Dokumentasi 

Pasal 4 0 

(1) Seksi Pendataan dan Dokumentasi berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Statistik. 

(2) Seksi Pendataan dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Seksi. 

Pasal 41 

(1) Seksi Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Statistik yang terkait dengan pendataan dan 
Dokumentasi. 

(2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi data statistik 

sektoral, meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak 
asasi manusia; 

b. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral, meliputi 
bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia; 

c. mengkompilasikan produk administrasi statistik sektoral, meliputi 
bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia yang 
mendapatkan rekomendasi Badan Pengelola Statistik; 

d. melaksanakan kegiatan survey statistik daerah; 
e. menyusun dan mempublikasikan data statistik daerah baik secara 

manual/dokumen maupun secara elektronik; 
f. menyelenggarakan peiayanan teknis administrasi; dan 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik. 

Bagian Keempat 
Seks i Analisa Data 

Pasal 4 2 

(1) Seksi Analisa Data berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Statistik. 

(2) Seksi Analisa Data dipimpin oleh Kepala Seksi. 

Pasal 43 

(1) Seksi Analisa Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 
Statistik yang terkai| dengan analisa data. 

I 



(2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi hasil 

analisa data dan kompilasi produk administrasi statistik sektoral, 
meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi 
manusia; 

b. melaksanakan analisis dan pengolahan data satistik untuk bahan 
perencanaan; 

c. memantau, pengamatan perkembangan kemajuan, identifikasi masalah 
serta antisipasi atau upaya pemecahannya; 

d. melakukan kajian manajemen dan output pelaksanaan program 
statistik; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik. 

BAB V I I 

K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 44 
(1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, 
atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas 
JF. 

(2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan peiayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari: 
a. pejabat fungsional keahlian; dan 
b. pejabat fungsional ketrampilan. 

(4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara 
tenaga fungsional. 

(5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sesuai kebutuhan dan beban kerja. 

BAB VI I I 
UPT DINAS 

Pasal 45 

(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta 
Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB I X 
TATA K E R J A 

Pasal 4 6 

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas 
dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. 



Pasal 4 7 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit kerja dan 
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit 
kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain 
di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan 
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 
untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh 
kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

B A B X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 48 

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

BAB X I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 49 

(1) Nomenklatur dan nama jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika 
tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan 
pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati in i . 

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan 
Peraturan Bupati Nomor 65 Tsihun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan pejabat baru 
sesuai dengan Peraturan Bupati in i . 

BAB X I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 50 

Pada saat Peraturan Bupati in i mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 65 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi susunan organisasi serta tata 
k e ^ Dinas Komunikasi ds^ Informatika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

/ 



Pasal 51 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tangga l : 25 - 5 - 2 0 2 0 

1^BUPATI PACITAN^ 

INDARTATO Diundangkan di Pacitan 
pada tanggal 25 Mei 2 0 2 0 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

t 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP. M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670716 199202 1 002 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 42 
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KABUPATEN PACITAN 
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